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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4993);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.06/2010 tentang Kualitas  Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA

NUKLIR TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang
dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam
suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN
adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan
Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk
melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka
pelaksanaaan APBN di BAPETEN.

Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan
untuk melakukan pengendalian penatausahaan PNBP.

Nomor Tagihan adalah nomor unik yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan untuk masing-masing Wajib Bayar.

Rekening Virtual (virtual account) adalah Nomor Tagihan yang
merupakan nomor rekening bank yang digunakan oleh Wajib Bayar
dalam melakukan pembayaran tagihan melalui bank yang ditunjuk.
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10.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Penagihan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara
Penerimaan yang berupa surat pemberitahuan pembayaran dan surat
penagihan.

Pasal 2

Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di BAPETEN adalah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari
pelayanan:

a. perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir;

b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat
radioaktif;

C. perizinan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning
instalasi nuklir dan penerbitan ketetapan yang terkait;

d. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c;

e. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai
petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang
memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat
Izin Bekerja; dan

f. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi
radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber
radiasi pengion.

Pasal 3

Untuk penatausahaan PNBP, Kepala BAPETEN menetapkan Pengelola
PNBP.

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Atasan Langsung Bendahara;

b. Bendahara Penerimaan; dan

c. Petugas Penatausahaan Piutang PNBP.

Petugas Penatausahaan Piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Petugas Administrasi Penatausahaan Piutang PNBP;
b. Petugas Operasional Penatausahaan Piutang PNBP; dan
c. Petugas Pembukuan Penatausahaan Piutang PNBP.
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